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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA 
NOMOR ... �7 ... T AHUN 2008 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
T AHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI LUWU UT ARA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 185 ayat (4) Undang­ 
undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
kedua atas Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati 
Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
5037 /XII/Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009; 

Mengingat 

b. bahwa pcnyempumaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan uµmm 
danperaturan perundang­undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2009. 

Undang­Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

2. Undang­Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 

3. Undang­Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang 
Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

'11. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan �epotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Npmor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}) r 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Undang­Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

Undang­Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang­Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang­Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lernabran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Pepublik Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); '. 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); . 

"24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

\ 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009; 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Dalam Negeri; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 
Nomor 4 Seri A Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Pajak Penerangan [alan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 20GO Nomor 8 Seri C Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten ­Luwu 
Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2); ·, 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 
tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5); .r 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Uatara Nomor 16 Tahun 2000 
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11); 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 
Nomor7); 
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Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 
tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 
tentang Retribusi Surat Usaha lzin Perdagangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 
tentang Retribusi lzin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 
80); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 37 Tah� 2001 
tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 
81); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2001 
tentang Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2001 Nomor 85); . 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2001 Nomor 86); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 01 Tahun.' 2003 
tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten 
Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun , 2003 
Nomor02); · 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun· · 2003 
tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan 
Penumpkg dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nornor 03); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 03 Tahun 2003 
tentang Usaha Petemakan dan Budidaya Temak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Urnum Andi 
Djemma (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 
05); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2004 Nomor 01); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2004 Nomor 02); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan 
Pernerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21); 
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Swnber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2004 Nomor 23); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran 
Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 
2005 Nomor 03); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2005 Nomor 04); · 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
UtaraTahun 2005 Nomor 05); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 
tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun' 2005 
Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2005 Nomor 7); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2005 Nomor 11); ' 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 
tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2007 Nomor 03); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2007 Nomor 04); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 172); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 173); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 174); 

74. Peraturan Daer ah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 177); 
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75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 6 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177); 

76. Peratura{l Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178); 

77. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 

78. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan.Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 

79. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);": 

.. 
80. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun: 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabuyaten 
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 
182); ' 

81. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun· 2008 
tentang Organisasi dan Tata Ketja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183); 

Menetapkan 

82. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
Dan 

BUPATI LUWU UTARA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 
2009 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut. 
1. Pendapatan Rp. 451.510.381.000,00 
2. Belanja Rp. 493.273.104.368,00 

(defisit) Rp. (41.762.723.368,00) 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan neto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Pasal 2 

Rp. 43.336.748.368,00 
Rp. 1.574.025.000,00 
Rp. 41.762.723.368,00 
Rp.00 

(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 terc:tiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 18.831.293.200,00 · 
b. Dana Perimbangan Rp. 410.811.832.000,00 
c. Lain­lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 21.867.255.800,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana c:timaksud pada ayat (1) huruf a terc:tiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah 
b. Retribusi daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dip'isahkan 
d. Lain­lain PAD yang sah 

(3) Dana perimbangan sebagairnana c:timaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari 
jenis pendapatan ·· 
a. Dana bagi hasil Pajak/ 

Bagi Hasil Bukan Pajak 
b. Dana alokasi umum 
c. Dana alokasi khusus 

(4) Lain­lain pendapatan daerah yang sah sebagairnan dirnaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan: · 
a. Hibah Rp. 474.662.000,00 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Rp. 9.329.111.000,00 

Dan Pemerintah daerah lainnya 
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 2.202.708.000,00 
d. Bantuan keuangan dari propinsi a tau 

dari pemerintah daerah lainnya 
e. Sumbangan Pihak Ketiga 

Pasal 3 

(1) �eianja Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 terc:tiri dari : 
;. . Belan)a Belanja Tidak Langsung Rp. 235.817.379.138,00 
b. Belanja Belanja Langsung Rp. 257.455.725.230,00 

(2') Belanja Tidak Langsung sebagaiman c:timaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
2. Belanja Pegawai sejumlah 
b. Belanja bunga 
c. Belanja Subsic:ti 
d. Belanja Hibah 
e. · · Belanja Bantuan Sosial 
f. Belanja Bagi Hasil 
g. Belanja Bantuan Keuangan 
h. Belanja Tidak Terduga 

Hoitut: Perda Hal. 08 

Rp. 2.956.665.000,00 
Rp. 8.472.369.500,00 

Rp. 593.884.700,00 
Rp. 6.808.374.000,00 

Rp. 36.202.672.000,00 
Rp. 325.503.160.000,00 
Rp. 49.106.000.000,00 

Rp. 9.360.774.800,00 
Rp. 500.000.000,00 

Rp. 203.773.622.000,00 
Rp. 00,00 
Rp. 00,00 
Rp. 3.370.000.000,00 
Rp. 3.489.110.520,00 
Rp. 553.419.550,00 
Rp. 23.631.227.068,00 
Rp. 1.000.000.000,00 



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terd.iri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja belanja barang dan jasa 
c. Belanja modal 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan Rp. 43.336.748.368,00 
b. Pengeluaran Rp. 1.574.025.000,00 

(2) Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : '· 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 43.176.748.368,00 
b. Pencairan dana cadangan Rp. 00,00 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah Rp. 00,00 

yang dipisahkan 
d. Penerimaan pinjaman daerah 
e. Penerimaan kembali pemberian 
£. pinjaman 
g. Penerimaan piutang daerah 

(3) Pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan dana cadangan 
b. Penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah 
c. Pembayaran pokok utang 
d. Pemberian pinjaman daerah 
e. Dana Bergulir 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam \ pasal 1, tercantum da!am lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari: 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi SI<PD; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerahdan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah: 
Daftar Penyertaam Modal (Investasi) Daerah: 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
T eta p Daerah: 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 
Daftar kegiatan­kegiatan tahun anggaran sebelurrmya yang 
belum diselesaikan dan ctianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan; 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, 

Hola,Perda Hal. 09, 

Rp. 30.586.701.125,00 
Rp. 119.007.170.615,00 
Rp. 107.861.853.490,00 

Rp. 00,00 

Rp. 00,00 
Rp. 160.000.000,00 

Rp. 00,00 
Rp. 500.000.000,00 

Rp. 74.025.000,00 
Rp. 00,00 
Rp. 1.000.000.000,00 

12. Lampiran xn 
13. Lampiran XIII 

1. Lampiranl 
2. LampiranII 

3. Lampiran III 

4. LampiranIV 

5. LampiranV 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VIl 
8. Lampiran VIII 
9. LampiranIX 

10. LampiranX 

11. LampiranXI 



Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Masamba, 
. y,ad<l, tanggal, 31 Desemlter 200Q 

Diundangkan di Masamba 
pada_J,i!Jg!?:aJ;;,3,l,_ DesemlDer 2008 

/,?'-, ,, �- >' ' . ' . ii':'\.��� ...... :�'..,, :·. '. 
cjf�AR!S DAERAH 

ff ?t-� . . . 
�:'},:����;�L; ANGERANG 
'\ !-·, . . . ". ·- 

LEMBARA,.N DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA TAHUN 2008 NOMOR: 17 

\ 

Halama Perda Hal. 10 



f[})H�W /.\ f'l n�n�F."YY AI( ff)j_,/\N RAfi('){ /\'if ll) /\nL�-�/\ )!-r, 
!</\BUPt'\TEi\l LUVVU UTARA 

/\1./\M/\T Julnu Jcndcral Sudinuun No. I MIISAMU/11:1(0471_17.11.'.0 

10,i'Ul'IJSAN 
nr�w 1\r1 !'lsntWl'd<ILAN R/\C(Y AT i)Al�RA!l 

i(/IIHJn'ATlsN UJWU IJTJ\!tA 
\ 

NOIVl<OHl: 26 TAil�IN 2(l0i'I 

P),;F�rn;;-n ).I l) 1\ r,1 B'l,NETJ\I' /\N 1.'!i;f\iW!,;NTllKAN l'l,Hi\TllR/\ N n,;,mi:/1.i l 
'n·'.FU!J\,P/\l' Al'IGGARAN Pi•'.ND/\1'/\TAN !JAN Hl,L/\N.lA i}Af!:RAH 

TAlWN AN(;G/\RAN 200') l<ABUl'ATl�N LUWU UTA.RJ\. 

m;;w /\�I 1·1.;;Rw /\!{! LAN B.A[(Y AT 0},­\li'.J{/\ll 
l(Alall'ATfN UIWll lJ'i'Ai,,\ 

;.1_ bahwa .'\11ggur:111 Pcndapatan <l.111 l)clanju Dacrah Kabupntc« l:.u;,.·11.1 t Jl;1ra 
Tohun /\ngg�1ran 2009 pcrlu ditctupkau dcngan 11-cralur..:n l)�1cr th :;1.:�1i,ii 

ketcntuau Pas�il J avnt (2) I'crnturan Pcmcrintnh Nun10;· i 05 Tulu:n l!!O}. 

b. bahwa untuk mcmcnuhi maksud tcrschut p::d.i point a di :i·;:� :�i:;·;n 
di !cl:.1pk:111 dcngan l(cpul u,:1.11 1)1' RI ) K aliup:i ten I ,11 wu I I! ,.1r:,. 

I. LJndnng-lJnadang Nornor 13 Tahun I <)l)'j Lcniaug P1..·1ni)cntuk;.111 

Kabupatcn dacrah Tingkut II l.uwu Utaru (Lcmbarnn �kgara T,nun I '!',l'.' 
Nomor ,·.J.7. · l'aruhahan Lem barau Ncgn ru Tahun I l)()l) Nomor ] �r:� ';}; 

2. lJndnng ­· Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tcntang Kcuangan t-lcg:.rn1 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 2003 Nornor 47); 

:\. lJndang, ­ Undung Nomor 22 Tuhuu 2003 tcniong �it1S1J!1�111 d .. 01 

Kcdudukan fVh�jelis Pcnnusyuwaratun Rukyut, Dewan Pct \;y;1kii;11• llnky:1\., 
Dewan Pcrwakilnn Dacrah d,111 Dewan l'erw�kilan Rakyat Da•:rnh 
(Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nornor 92. Tarnbahan J.,<;11'iwr;_,­·, Nq;,:n1 
T:1111111 2003 Nornor 4310): 

4. lJndang­\J11dang Nomor o: Tahun 2004 lenlang Pcrbcndahcruuu i'�cg,,r;1 { 
Lcmbaran f\.legan! iZI No111or <­!)55 )� 

.'i. ifnd:.111g­ll11d�1ng Nomor 10 Tnhun 2004 lc11(a11g Pembcntukun i�cr�Ji1;1.1i1 

l'crundaug-I lnd:ing.:.1.11 (Lcmharnn N�gar:i ltl Tahun 20()i1 �4{H11cir .".)): 

�,. lfndang ·­ Uudang Nomor 12 'I'ahun 2004 lcntang l'cll)Grin!.ahau [J;1vr:1l� 
(Lc111harn11 Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tamhalnrn I .';:rn!>: r.rn 
Negara Nomor 4437): 

'l . i Jnd:.111!:_':·I J11d:.1ng No1111>\' Jj Tahun 2004 tc11(ang Pr.:rin1h.1Pg�1n ,� CLl;l,ll�:1;, 

Pcmcrintuh 1'11s:\I d:.111 Perncri11lah I ):u;r;1h (Lcmbarun f\!cf;1,:1r.1 i'.i ·r:.:1v1?1 
20(}£11'101110:· 72. Tnmhahun Lcruluuun l'�eg:.1ra 1'!on1or 3gL�{'}): 

Perda Hai. 11 
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7. Pcraturan Pcmcrintah Nornor 25 Tahun 2000 tcntaug Kcwenangun 
Pemerintah dun Kcwcnnngan l'ropiosi scbaga! dacrah Oto nom, (Lemharan 
Negara RI tahun 2000 No111or 54. Tambahan Lcmbaran Ncg:.na Nornor 
3952); 

!L Pcraturan Pemcrintnh Nornor I 05 Tahun 2000 tcntang Pcugclqla:.tn d:111 
Pcrtanggungjawuban Kcuangan Ducrah (Lcmbaran Negnrn r-: l Tahun 
2000 Nomor 202, Tuuibahan Lcmb;""'"' Negara Nomor 4­022); 

9. Peraturan Pcmcrintah Nornor I 07 Tahun 2000 tcntang Pinjaman Duerah 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 2000 Norn or 204, Tambuhan .. Lcmbarun 
Negara Nomor 402,1 ); 

I 0. Pcruturan Pcmcrintah Nomor I OS Tahun 2000 tcntaug ·1 uta c�am 
l'crlunggung juwahan Kcpalu Dacrah ( Lembaran Ncgaru IU "i"a!iun ,:000 
No11101· 209, Tamhahun Lcmbaran Negara Nornor 4027); 

11. Pcraturan Pcmcrintah Nornor I 09 Tahun 2000 tcntung Keuudukun 
Keuuugan Kcpala Dacrah clan Wakil Kcpala Dacrah (Lcmbaran Ncg,,ra 
RI Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan l.cmbaran Negara Nomoi 4021­:):. 

12. Pcraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 200 l tcntaug l'uj:1k n,,,.,r:ih 
(Lcmburan Negara RI Tuhun 200 I Nornor l J 9, Tumbahan J .crnhsrun 
Negara Nomor 4139); 

13. l'crat'­iran Pcmcrintnh Nomor J7 Tahun 2005 icntnng li .. cdudukun 
Protokolcr dnn Kcunngun Pimpinan dun Anggota DPRI) · ((.e111b:um1 
Negara RI Tahun 2005); 

14. Pcraturau Perncrintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Kcuangun Dacrah (Lcmburan Negara RI Tahun 2005 
Tumbahnu Lcmbnran Ncgnru Nomor 457g); 

f>cngelqJ;,;_tn 
Nomor 140, 

i\ll 1.:1 i I pcrh: 1 ti kl.111 

Mcuctupkan 

15. Pcruturan Mcnlcri I)ah.1111 Ncgcri Nomor 13 Tuhun 2006. lc11t;111g 
Pedoman Pcngcloluan Kcuungan Dacrnh. 

Pcndnpul Akhir l'raksi­Frnksi Dl'RO Kali. Luwu Utara pad.i Rapal Paripurua 
Dewan langgal 31 Desember 2008. 

M!i:Ml!TIJSK/1.N 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat IJaerab Kabupaicn Luwu 1.itar" alas 
Pcrsetujuan Pcnctupan l'cmbcntukan l'euuuran Ducrah l.cnl;ing 1\11�gi1rnn 
Pcndapatnn dan t:lcla.1\ja Dacrah Taht111 Anggaran 2009 Kuhupurcn l.uwu 
Utara. 

l'usal 

Anggaran Pcndapatan dun l:Jclanja Ducrah lah1111 Anggaran 200') sd.,,,gai 
bcrikut: 

I. Pcndapatan 
2. Belanja 

i)ocfisit 

Rp. 451.5 l 0_3g 1.000,00. 
Rp. 493.273. l 04.368,00. 

Rp. (4l.762.'/2'.1.3,iU,lm) 

3. Pcmbiayann 
a. Pcncrim.um Rp. 
b. Pcngcluaran Rp. 

n'cmbiay:rnn NcH11, 

43.336. 748.368,00. 
I .57'1­.025.000.00. 

Hp. 4L7(,,:.713.3(,:l,rlll. 

Perda Hal. 12 
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I. 
l'asal 2 

(I) Ringkasan Pcndnpatan dan l3clanja Dacrah dirnaksud pada 1':,sal I 
scbagaimanu pada lumpirun I Kcputusun ini. 

(2) Rckapitulusi Bclanja satuan Kerja scsuui Hasil Pcmbahasan /\nggc1r:m 
Pcndaparau dun Bclauja Dacruh Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran '.i'.009 
scbagnimana lampirnn II. Kcputusan ini. · 

l'asal 3 

Kcputusan ini hcrluku untuk Tahun Anggaran 2009. 

Scliap pcrlukuau pclaksanaan l'craturan Dacrah tcntang Al;!)!) l<1h1.111 

Anggaran 2009 Kabupatcn Luwu Ulan, sebagaimnna tcrcuntu.n tl:.,Jnm 
Kcputusun iui agar tcmbusaunya disampaikau pula kepada l)PHJ) l(abupnl.cn 
Luwu l ltara. 

Diretapkun di Masamba 
Padu Tanggal 31 Dcsernbcr 2008 

DEWAN PltRWAKiLAN RAl(YAT l)AJii;R(,H 
KAHUl'ATl!i.:N LUWU UTARA 

WAl<IL KETUA, 

� 

ORS. H�, MM, 

\ 

Perda Hal. 13 
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PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN. 
SEKRETARIAT OAERAH 

jalan Jenderal Urlp Sumo�arjci Nomor 269 • ielepon 463050 
IY1AKAS5Al'\ i�:!. 1 : · 

kEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELA TAN 
. NOMOR :'5037/XWTAHUN2008 .. 

\ : BI R[)-KEUANGAt; 
I 

!) 

TENT ANG 

EVALUASI RANCANGAN PERAT.URAN DAERARK.ABUPATENl.UWU 
UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN,BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCA!NGAN PERATURAN BUPATI 
LUWU UTARA. TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 

DENG AN RAHMA T ·TUHAN YANG MAHA ESA 
' I 

GUB'.ERNUR SULAWESI SELA TAN, 

Menirnbang 

Menp;in�at 

· a. bahwa Rancangan : Peraturan." Daerah · Kabupaten Luwu Utara 
tentang J\nggnrim .l'endapaL,11 jlan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009 dan Rancangan Peraiuran Bupati Luwu Utara' 
tentang Penjabaran · Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah 
Tahun .Anggaran Wll9, pcrlu dievaluasi agar.uidak bertentengan 

· dengan kepentingan · umum, peramran perundang­undangan ynng 
lebih tinggi dan PeraturanDaerah lainnya; · · 

b. baliw�· berd:i.sarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 
huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubemur Sulawesi 
Selatan teruang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Utara teritang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggarnn 2009 dan Ranccngun Pcraturai; Bupuli Lu WU Utara · 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Tahun Anggara•:­2009; · · 

· L \lnd�ne­1 lnA�ng Republik Indonesia Nomo,· 29 T alw" 1959 
tentang Pembentukan Daerah­daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lernbaran Negara· Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembcran Ncgnl'�·lteJ,ulAik lrnluncsla Nomor lHU); ' 

2. Undang­Undang Republik Indonesia · Nomor 12 Tahun 1985. 
tentang Pajak Bumi 'dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia .Nomor 3312) sebagaimana 'telah diubah 
dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun._1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesian Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); · · 

3. Undang­Unc1�ng Republik Indonesia Nomor · 1s· Jul,un 1997 
teniang Pajak Deerah dan Rerribusi .. Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3685) . sebagainiana telah 
diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

Perda Hal. 14 
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4. Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambehan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tcntru)g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 428.6); 

6. Undang­Undang Republik Indonesia Nornor 22 Tahun 2003 
tentang Susune» de.n Kedudukan Majelis Pcnnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Psrwakilun Rekynt Dacruh (Lombaran Negara Itopuhl!k 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 431 O); · 

7. Undang­Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4355); 

8. Undang­Undang Republik Indonesia Nemer 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lernbaran 
Negara Ropublik Indoncnia Tahun 2004 Nomor S3, TM,bahn" 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89); 

9. Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
rentang Psmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

J 0. Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
h111l,u11::. Pr.111r.1i11111l1r111 nt1r.111l1 {f ,;;111li111,111 l-.ft',�111 Rnpnhlllf 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang­Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubanan Atas Undang­Undang. Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang­Undang 
(Lernbaran Negara i<.epubllk mdonesia t anun :wu� Norn or I ux, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

11 Undang­Undang Rcpublik Indonesia Nornor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintah Daerah (Lernharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik l.ndonesia 
Nomor443&); 

11. Peratursn Psmerintnh Ropublik Indonesia No1,,01· 109 Tah1<11 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 
210, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

13. Pcraturan Pemerintalr Republik Indonesia Nemer 65 Tahun :WOl 
tentang Pajnk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2001 Nemer 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomur 66 Talrun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

1.5. Peratcran Pemerintah Republik lndoncsiu Nomor 24 Tabun 20(),1 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan don 
Anggota DPRD (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
20(),1 l.JuuJUJ 110, T,uu\;A!,Jul l�lllhhl"lll\ N,:glll·n D�publik. r�ilm,r,,in 
Nnmor 44 T 6), fiChll.2aimana tclah di\!lrnh llim makhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Kctigo. Atas Pemturon Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpirum don Anggul>L . 
DPRD (Lernbaren Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 
47, T..uuVal1a.11 L�:auLai.a.u }� .... �cua. R .... 1.11.11.,Ja-. In<l�t\.c..Jlo. 1'�011.ior 

4712); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Iudouesia Numcr 54 Tahun 2005 
tentaug Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

\ 
17. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerlntab Republlk Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Talmn 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Pereturan Pemerinrah Republik lndonesia Nornor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

20. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tcntang Pcdornan Pcmbinaan dan Pcngawasan Penyclenggaraan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4592); 

21. Peraturan Pcrncrintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 
Laporan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
�lvu.•v• 19, 1\..,.,l,�L•.nJ L1,,u.1Lcuau 1.J"coa1a. Rc;,µul,Hk. luJu1n:::::d� 
Nomor 4693); 

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 
1r,n1Rne Prrtoman Pelaksanaan Pl'n{Jsrh,n Barang dan Jacn Inotonoi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 120, Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4330) sebaga\mana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dcngan Pereturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tcntang 
Perubahan Keenum Ate� Kcputusnn P,·r..,id�n N(11m1r SO Tahun 
2003 tentang Pcdoman Pelaksanaan Pengadaan Baraug!Jasa 
Pemerintah; 

23. Poraturan Mcntcri Dalam Negeri No1J1<1r 16 Tahun ·2007 tentang 
Tatacara Evaluasi Rancangun Pcraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan ­Peraturan Kepala 
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanjn 
Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penuujang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta 
Tatacara Pengernbalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana 
Operasional; 

25. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Jledol\\111\ l'Gl\yu5UMJ', Aui;i;,uau p,,.,J�v�lw, Jw, Belau]u Deerah 
Tahnn Ange,,rAn 7008; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun 
2006 tcntsng Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daereh; 

27. Peratura� Menteri Dalam Negcri Nemer 32 Tahun 2008 tentang 
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahnn Aneeamn ?.009: 

"IV! Is JV! U T u :SK AN 

Evelucsi Ranccngun Peraturan Dacrah Kabupatcn Luwu Utara tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 
R anr.anei!n Pernturan F111p,11i 1 .nwu Ittara ten tang Penjabaran _ 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dnerah Tahun Anggaran 2009 
adalah sebagai berikut : 

T. Pll',NDAPATA.N: 

1. Setiap penganggaran pendapatan yang dituangkan dalam 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belauja Daerah agar dicantumkan dasar 
hukum penganggarannya, ha! tersebut sesuai dengan 
ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Peraturan · Menteri Dalam 
Negeri · Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan 
penyempurnaan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Daerah, yang ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD mcmuat penjelasan, 
khusus yang berkaitan dengan penganggaran pendapaten agar 
memuat penjelasan yang mencakup dasar hukum, 

2. Pos Sekretariat Daerah didalamnya terdapat penganggaran _: 

a. Hasil Pc111;clulw111 Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada 
Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dianggarkan sebesar 
Rp.300.000.000,­ 

b. Lain lain Pendapatan Aoli Daornh Y nng £uh, yaitu , 

Pelepasan Hak Atas Tanah dianggarkan sebesar 
Rp.31.000.000,· 

Penerimaan Jasa Giro dianggarkan sebesar 
Rp.1.760.000.000,­ 

Pcnerimaan Bungs Deposito dianggarkan sebesar 
Rp.1.200.000.000,· 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.(TGR) dianggarkan 
sebesar Rp, 100.000.000,­ 

Dana Alokasi Umwn dianggarkan sebesar 
Rp.303.6 t 7.720.000,­ 
Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar 
Rp.56.360.000.000,­ 

c. Lain­lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Bagi Hasil dari 
Penyisihan PBB ­ untuk desa dianggarkan sebesar 
Rp. l .285.000.000.­ 

Sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menter! Dalam 
.Negeri Nornor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, 
mene11a�k11n ­ hnhwn Pl\ink Dnr.rnh, HRRil Pr.ner.lnlMn 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain­lain Pendapatan 
Asli Daerah Yang Sah yang ditransfer langsung ke Kas 
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain­lain Pendapatan Daerah 
Yang· Sab dianggarkan pada SKPKD. Sehubungan dengan 
itu,' maka penganggaran tersebut diatas agar dia!ihkan pada 
Dinas Pengelolaan Kcuangan Daerah, 

3. Pas Dinas Pengelolaan Kcuangan Daerah, terdapat Lain­lain 
pendapatan daerah yang sah, didalamnya terdapat Dana 
Darurat yang dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000.000,­ belum 
jelas dasar hukum peruntukannya, Berdasarkan Pasal 79 Ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mcnteri Dalam 
N�emi Nnmnr �q Tahun 7007, ,ii1�ea.hn bahwa 
Penganggaran penerirnaan dan pengeluaran APBD harus 
memiliki dasar hukum penganggaran, Sehubungan dengan 
itu, maka penganggaran penerimaan tersebut di atas agar 

'­ 
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dijelaskan dasar 
peruntukannyn. 

II. BELANJA : 

hukurn penganggarannya dan 

l. Setiap penganggaran belanja yang dituangkan dalam 
Rancangan Pcraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Bc!anj a Daerah agar dicantumkan lokasi 
kcgiatan, Hal terse but sesuai dcngan ketentuan Pasal I 02 

\ Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor !J 'I'ahun 2006 tentang Pedomaa Pengelolaan 
Keuangan Daerah, yang ditcgaskan bahwa Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mernuat 
penjelasan, khusus yang berkaitan dengan penganggaran 
belanja agar mernuat penjelasan mencakup lokasi kegiatan. 

2. Tunjangan Fungsional Urnum yang dianggarkan pada Obyek 
Gaji dan Tunjangan Pcgawai pada Kode Rekening 
X.)()(.XX.5. l. LOI.OS agar diubah nomenklaturnya menjadi 
Tunjangan Umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006. 

3. Pada pos Sekrerariat Daerah terdapat jenis belanja yang 
dlenggarkan pada be[anja tidak langsung, yaitu : . . 

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.3.160.000.000,· 

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar 
Rp.4.470.412.77 l,· 

Belanja Bagi Hasil kepada Prcvinsit.Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah 0Ma rli,neearkAn schMAr Rp 4�? 77q Rno.­ 
Belanja Bantuan Kcuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar 
Rp.22.214.054.848,­ 

Belanja Tidak Tcrduga 
Rp.500.000.000,­ 

dianggarkan sebesar 

Berdasarkan pcngrunatan tim evaluasi APBD Kabupaten/ 
Kota Previnsi Sulawesi selaten, bahwa pcngw1gg11Ia11 bclanja 
tersebut di atas, tcrnyata ada pada belanja 13adan Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Sehubungan dengan itu, maka 
penganggaran tersebut di atas agar dialihkan pada program 
dan kegiatan yang diprioritaskan atau dihapus dalarn 
penganggaran. 

3. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan Kegiatan 
Penyediaan Alai Tulis Kantor clan Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan,. namun pada setiap kegiatan di 
rnasing­masing SKPD terdapat juga Belania Alat Tulis 
Kantor dan flr.lanja Rarane r.�1�lrnn rlan Penggsndaan i12ng 
merupakan Rincian Obyek Belanja, yaitu : 

Perda Hal. 19 
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a. Pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pcrnuda terdapat 
kegiatan : · 

Penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar 
Rp.80.000.000,­ 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,­ 

b. Pada Dinas Kesehatan terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 

Pcnyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan scbesar Rp. 30.000.000,­ 

c. Pada Rumah Sakit Umum Daerah tm!at>�t keciatan ; 
Pcnyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.75.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp, 50.000.000,­ 

d. Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kegiatan : 
Penycdiaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan den Penggsndaan 
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,· 

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 
kegiatan: 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.45.000.000,· 

Pcnyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggerkan scbesar Rp.30.000.000,· 

f Pada Dinas Perhubungan tcrdapat kegiatan: 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.45.000.000,· 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.45 .000.000,­ 

g. Pada Kantor Lingkungan Hidup terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.25.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,­ 

h. Pada Dinos Kependudukan dan Catalan Sipil terdapat 
kegiatan : 

Pcnycdiaan Alat Tulis Kanter diunggarkan sebesar 
Rp.45.014.000,­ 

Penycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan scbesar Rp.45.014.000,­ 
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i. Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Pcrempuan terdapat kegiatan : ' 

Penyediaan Nae Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.203.200,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Peaggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.48.139.500,­ 

j. Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
terdapat kegiatan : 

Penyediaan Atar Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 

Pcnyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,· 

k. Pada­ Kantor Latihan Kerja terdapat kcgiatan : 

Pcnyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000;­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
rlin11eearkan sebesar Rp.30.000.000,· . 

I. Pada Dinas Koperasi, Pcrindustrian dan Perdagangan 
terdapat kegiatan : 

Penyedlaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 

Pcnyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
diunggarkan sehesar Rp.30.000.000,­ 

m. Pada Badan Kcsatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
· Masyarakat terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,· 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.J0.000.000,­ 

n. Pada Sekretariat Daerah terdapat kegiatan ; 

Penyediaan Alat Tulls Kantor tiiange,irkRn s�h�sar, 
Rp.95.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dienggarkan sebesar Rp.90.200.000,­ 

\ 
o. Pada Sekretanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

terdapat kegiatan : 
Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,­ 

p, Pada Inspektorat Kabupaten terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
R n 'l'i 000.000,, 
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Penyediaan Baran . 
di•ui;"arka, '­­­ g c;:Ctilknn don Pengg•ndno­ 

O l sc=ar R.p.35.000.ooo ­ � _, 
q, Pada Di ' 

. k . mas Pengelolaan Keuan""" D eg1atan : o­• aerah terdapat 

Pcnyediaan Alat Tulis R 55 000 Kantor diangg _ arkan scbcsar p. · .000,­ 
Penyediaan Barang Cetakan dan P 
d · · k enggandaan ianggar an sebesar Rp, l 75.000.000,­ 

r. Pad� Ba.clan Kepegawaian Daerah dan Diklat 
kegiatan : terdapat 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,­ 

s. Pada Satuan Polisi Parnong Praja terdapat kegiatan : 

Penyediean Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 
Pt11yl.Ji.u11 bAl'.!uli; U:l.hw, .kt, µou��"mlo,w 
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,­ 

t. Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan terdapat kegiatan : 

Penycdiaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,· 

Penyediaan Barang Cetakan dan Pcnggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,­ 

u. Pada Badon Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Dese terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,· 
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,­ · 

v. Pada Dinas Komunikasi, Inforrnatika, Kebudayaan dan 
Pariwisata terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alai Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.40.000.000,­ 
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,· 

w. Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat 
kegiatan : 

Penycdiaan Alar Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.30.000.000,­ 
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Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,­ 

x. Pada Dines Pcrtanian terdapat kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
Rp.40.000.000,­ . 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp, 40.000.000,­ 

y. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat 
kegiatan : 

Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar 
\ Rp.40.000.000,­ 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
dianggarkan sebesar Rp, 40.000.000,­ 

Sehubungan dcngan ha! tersebut, maka untuk menjamin 
konsistensi penganggaran dan menghindari terjadinya 
mmpang 1in�U1 dalam penganggaran. Agar l:.egu1Un 
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan Penggundaan tersebut diubah 
nomenklstumya dengnn menyeoucikon Tupulcui Tlongolola/ 
penanggung jawab kegiatan tersebut. 

4. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan suaru 
kegiaran, namun belurn secara cermat dalam mengalokasikan 
Jenis Belanjn/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhl<an, 
yaitu : 

a. Pada Dines Pendidikan terdapat Kegiatan Penyediaan 
Jasa Kebersihan Kantor, jenis belanjanya adalah Belanja 
Honorarium Pegawai Honor/ Tidak Tetap dianggarkan 
sebesar Rp.6.000.000,­ 

b. Pada Sekretariat Daerah terdapat kegiatan Pengadaan 
Kendaraan Dines/ Operasional, jenis belanjenya adalah 
Bclanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan 
sebesar Rp, 257.339.000,­ 

c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat Keglatan 
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jenis belanjanya 
adalah Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasurnber 
dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,­ 

Sehubungan dengan hal terse hut diatas, agar dilakukan 
penyesualan nomenklatur keglaran atau Jenis l'le!anja/ 
Rineian Obyek Belanja, agar tidak menyulitkan dalam 
Pcnyusunan Laporan Keuangan dimasa akan datang, 

5. Terdapat SKPD yang mengnnggarkan suatu kegiatan narnun 
tidak rnencantumkan Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja 
yang dibutuhlcan, bahkan anggaran yang tidak ada 
kegiatannya yaitu : 
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a. Rwnah Sakit Umum Daerah A. Jernma Masamba 
didalamnya terdapat kcglatan : ' 

Kegiatan Bimbingan Teknis Implcmentasl Peraturan 
Perundang­undangan, kelompok belanjanya adalah 
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar 
Rp.50.000.000,­ namun tidak jelas peruntukannya 
terhadap Jenis Belanja/ Rincian Obyek Relanja yang 
dibutuhkan. 

Keei�tnn P�ninekm,m Mnm P1'1'1ymrnn K ���hatan 
Rumah Sakit, kelornpok belanjanya adalah Belanja 
Barang dan Jasa dianggarkan sebesar 
Rp.1.554.269.600,­ namnn tidak mencantumkan Jenis 
Delauja/ Riu.::i,u, Objek Belanja yang dibutuhkan. 

b. Dinas Komunikasi, Tnforrnatika, Kebudayaan dan 
Pariwisata, terdapat Belanja Pegawai dianggarkan sebesar 
Rn, 7,'i,00!1.000,­ nnmnn tirl8l< 8rtR jrnis I.­r­giarnnnya 

Sehubungan dengan itu, maka penganggaran yang tidak jelas 
peruntukannya tersebut diatas, agar dialihkan untuk 
rn�mbiayai kegiatan­kceaitan y�ne lehih i,rinrirn� 
berrnanfaat kepada rnasyarakat, 

Ill. PEMBI A Y AAN : 

Penganggaran Penerimaan Pernbiayaan belum mencantumkan 
dasar hukurn dan $umber Penerimaan Pernbiayaan, demikian 
juga terhadap Pengeluaran Pernbiayaan belum mencantumkan 
tujuan Pengeluaran Pembiuyaan. Hal terscbut tidak sesuai dengan 
kctl:ntuan Pasal 102 Ayat (3) Peraurran Mcnteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007, yang rnerupakan penyempumaan 
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pcngclolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan 
bahwa Rnncangon Peraruran Kepala Dacrah tcntang Pcojaberan 
APBD khusus yang berkaitan dengan penganggaran pernbiayaan 
agar mernuat penjelasan mencakup dasar hukum dnn Swnber 
Penerimaan Pembiayaan untuk Kclompok Penerimaan 
Pernbiayaan, dan tujuan Pengeluaran Pembiayaan untuk 
Kelornpok Pengelueran Pcmbiayaan, 

Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penycrnpurnaan 
dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten 
Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun A.nggaran 2009 dan Rancangan 
Peraturan Bupnti Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling 
Iambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak cliterirnanya Keputusan ini. 

Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti penetapan Rancangan 
Peraturan Dacrah Kabupatcn Luwu Utara tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2009 menjadl Peraturan Daerah, dan Rancangan 
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KEEMPAT 

;er�turan Bupati Luwu Utar­a. teritang Peajabaran Anggsran Cndapatan clan Bclanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 menJad, Peraturan Bupan, · 

Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupatcn Luwu Utara tentang Anggaran Penda1;1atan dan . Belanja Daerab Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dan 
Peraturan Bupari Luwu Utara tentang Penjabarnn Anggaran l'endapatan clan Be!anja Daerah l<ahupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2009, sah apabi!a mem�nuhi ketentuan Peraturan nr.n·rrnfana.undongw1 }'o.i•t, Lcdul.u. ' 

Keputusan ini mulai bcrlaku sejnk tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mcstinya. 

Ditetapkan di Makassar . 
pada tanggal : :io De•ombe'r 2008l 

An. 
SEKRET 

H.A.MUAL 

WESI SELA TAN 
DAF,RA'ff, 

/ 
M:Si. 

l 
' 

Pangkat : Pe ina Utama 
NI I' : uiu 08) 008 

Tcnibuscin: 

� Bapak Menteri Dalnm.Negeri RI, sebag��ap�an�!!����assar; 
2. Bapak Kepala Perwakilan Bsadan l Pe;11Serl1atsan a df�akassar· 
, . Inspektur Wilayah Provinsi u awes, . e . 
4. Bupati Luwu Utara di Masamb; 

di Masamba· . 
S. Ketua DPRD Kabupaten L�"';: �ra. �ulawesi S;latan di Makassar; 
6. Kepala Biro Keuangan Set rovt��ctdu Provinsi �ul�wc,i Selatnn, di Malm.,nr; 7. Kepclo Biro J.!uloum dnn Orgcniocni v v 

!WI ) LUWU UTARA UNTOK IllU SUR!hNI ( llIU'ING .hNOGA 

\ 
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Lampiran I Peraturan Daerah 
Nomor · 17 Tahun 2008 
Tanggal : 31 Desember 2008 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 

RINGKASAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2009 

OMOR 
URUT 

1 

URAIAN 

2 

JUMLAH 

3 

I· 1 

I. 1. 1 
.1. 2 

:. 1 , 3 
'·I. 4 

', 2 

I I, 2. I 
. 2. 2 
. 2. 3 

I'.) 
. 3. I 

l. s '3 
i.3 .4 
1.). 5 
[. 3.6 

PENDAPATAN \ 451.510.381.000,00 

........ 18.,831.293.200(00 

2.956.665.000,00 
8,472.369.500,00 

593.884.700,00 
6.808.374.000,00 

410.811.832.000,00 .............. 
36.202.672.000,00 

325.503.160.000,00 
49.106.000.000,00 

21.867.255.800,00 ................................ 
474.662.000,00 

9.329.111.000,00 
2.202.708.000,00 
9.360.774.800,00 

500.000,000,00 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Oaerah 
Hasil Retribust Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpfsahkan 
Lain·lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasl Khusus 

LAIN­LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 
Dana Bagi Hasil Pajak darl Provinsi dan Pemerintah Oaerah Lainnya 
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
Sumbangan pihak ke Ill 

I 
I 

I· i 
i I' 1. I 
i· 1. 4 

I' 1. 5 
.1. 6 

' I· 1. 7 

i.1. 8 
I· 2 
\. 2 , I 

I. 2. 2 
. 2. 3 

' ! 

I 
I I 
I. 1.1 
I. I. 5 

: . 2 

U.2 
i. 2, 3 
I. 2. s 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Be!anja Pegawai 
8elanja Hibah 
Belanja Bantuan SOsial 
Belanja Bagi Hasll kepada Provlnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsl/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 
Des a 
Belanja Tidak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawai 
b .... :lanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN OAERAH 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
Penerimaan kembali Pemberlan Pinjaman 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pinjaman Dana Bergullr. 

493.273.104.368,00 

235:817.379.138,00 

203,773.622.000,00 
:i:310.000.000,00 
J:489.110.520,00 

, 553.419.550,00 
23.631.227.068,00 

1.000.000.000,00 

257.455.725.230,00 

30.586.701.125,00 
119.007.170.615,00 
107 .861.853.490,00 

43.336.748.368,00 

43.176.748.368,00 
160.000.000,00 

, ············ . 
!.574.025.000,00 ......... 

500.000.000,00 
74.025.000,00 

1.000.000.000,00 

SURPLUS I (DEFISIT) 1­­­­­­'('­­ 4_ 1._ 76_2_ .7_2_ 3._3_ 68­' ,o_o..:., ) 

PEMBIAYAAN NETTO 41.762.723.368,00 �--------'----' 
51511 LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 

, . ;,,: ,,,_Masamba, 31 Desember 2008 
·: ·" . } , . . BUPATI 

'� ·. ,.. ,. ,�·-·-- 
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I 
Lampiran I Peraturan Daerah 

Nomor : 17 Tahun 2008 
Tanggal : 31 Desember 2008 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 

RINGKASAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2009 

OMOR 
\)RUT 

1 

URAIAN 

2 

JUMLAH 

3 

PENDAPATAN \ 451.510.381.000,00 

l 

: l . 1 
d .2 
. 1 . J 
. 1.4 

.2 
, 2. 1 
. 2. 2 
.2.3 
·. 3 
. 3. 1 
.3.3 

1. 3 4 
1. l. s 
f. 3 6 

I 
1· l 
!• 1 . 1 
L 1. 4 

I:. 1 . S 
. 1. 6 

i· 1 . 7 

j. 1. 8 

'· 2 
!. 2. 1 
' '. 2. 2 

.2.3 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Oaerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bagi Hasil Pajak{Bagi Hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 

LAIN·LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 
Dana Bagi Hasil Pajak darl Provinsi dan Pemerlntah Oaerah Lainnya 
Dana Penyesuaian dan Otonomi_ Khusus 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
Sumbangan pihak ke 111 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawai 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan SOSial 
Belanja Bagi Hasil kepada Provlnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 
Desa 
Belanja Tidak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawai 
b);lanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

18.831.293.200,00 
········•······•·• . 

2.956.665.000,00 
8.472.369.500,00 

593.884.700,00 
6.808.374.000,00 .. ····· ·-············ . 

410.811.832.000,00 ............................ 
36.202.672.000,00 

325.503.160.000,00 
49.106.000.000,00 

21.867.255.800,00 

474.662.000,00 
9.329.111.000,00 
2.202.708.000,00 
9.360.774.800,00 

500.000.000,00 

493.273.104.368,00 

235:817.379.138,00 ··­···· ····••··········•· . 
203,773.622.000,00 

fa10.ooo.ooo,oo 
3.489.110.520,00 

. 553.419.550,00 
23.631.227.068,00 

1.000.000.000,00 

257.455.725.230,00 

30.586.701.125,00 
119.007.170.615,00 
107.861.853.490,00 

SURPLUS/ (DEFISIT) (41.762.723.368,00) >-���������---! 

r , 1 

t. 1 . 1 
. 1. 5 

• 2 

. 2. 2 

I'. 2. 3 
. 2. 5 

PEMBIAY AAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebih Perhttungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (lnvestas) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pinjaman Dana Bergulir • 

43.336.748.368,00 

43.176.748.368,00 
160.000.000,00 

1.574.025.000,00 ................... 
500.000.000,00 

74.025.000,00 
1.000.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO 41.762.723.368,00 I--�������-'-� 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 

C. 

•. ·.,., ,, .. Masaniba, 31 Desember 2008 
·.• ···-,, .: . . . BUPATI 

.­; �:·._,.., .. ,,,.___ . 
. .. , ;: 

;-1 ,.i r 
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